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Menimbang  : a. bahwa partisipasi pemerintah dalam penyediaan dan 

pemanfaatan sumber energi baru dan energi terbarukan 

untuk pembangkitan tenaga listrik maupun untuk non 

tenaga listrik dalam rangka meningkatkan kemampuan 

penyediaan energi nasional dan pelaksanaan konservasi 

energi perlu didorong dengan meninjau kembali 

pengaturan mengenai pelaksanaan kegiatan fisik 

pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru 

dan Energi Terbarukan; 

b. bahwa untuk meningkatkan nilai keekonomian dari hasil 

kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi 

terbarukan bagi penerima manfaat hasil kegiatan fisik 

berupa pembangkitan tenaga listrik yang 

berkesinambungan, perlu mengatur mengenai pembelian 

tenaga listrik yang dihasilkan dari kegiatan fisik 
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pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi 

Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 4746); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5052); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang 

Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5083); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5530); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5609); 

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan 
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Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan 

Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 706); 

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Hibah Barang 

Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral yang dari Awal Pengadaannya 

Direncanakan untuk Dihibahkan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1405); 

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK 

PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN 

SERTA KONSERVASI ENERGI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi 

Terbarukan serta Konservasi Energi yang selanjutnya 

disebut Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE adalah 

kegiatan dalam rangka memanfaatkan energi, baik 

langsung maupun tidak langsung dari sumber energi 

baru dan energi terbarukan untuk pembangkitan tenaga 

listrik maupun non tenaga listrik serta peningkatan 
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efisiensi pemanfaatan energi. 

2. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah instalasi 

tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga 

listrik meliputi pembangkitan dan distribusi tenaga 

listrik. 

3. Proposal adalah usulan Kegiatan Fisik Pemanfaatan 

EBTKE yang paling sedikit berisi mengenai gambaran 

umum lokasi/wilayah dan tujuan yang akan dicapai yang 

memberikan informasi mengenai potensi energi yang 

tersedia dan jumlah kebutuhan pemanfaat energi serta 

potensi penghematan energi. 

4. Dokumen Perencanaan adalah dokumen yang berisi hasil 

kajian terhadap kelayakan pemanfaatan sumber energi 

baru, energi terbarukan dan/atau penerapan konservasi 

energi dan dampaknya terhadap peningkatan sosial 

ekonomi masyarakat setempat termasuk diantaranya 

kesiapan pengelolaan instalasi.  

5. Rancangan Teknis adalah rancangan teknis yang 

memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan 

instalasi energi baru, energi terbarukan dan/atau 

konservasi energi yang paling sedikit memuat kapasitas, 

spesifikasi teknis, tata letak, dan gambar rancang 

bangun, serta rencana anggaran biaya.  

6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya 

mineral. 

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 

8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, 

bioenergi, aneka energi baru dan energi terbarukan, dan 

konservasi energi. 

9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang 

melaksanakan tugas dan bertanggung jawab perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, 
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